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Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti
ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dewasa ini  hukum telah mengalami perkembangan alat bukti elektronik seperti
penggunaan teleconference sebagai sarana untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan. Hal ini kemudian menimbulkan
perdebatan karena KUHAP tidak mengatur pemeriksaan saksi melalui teleconference. Namun kenyataannya pemeriksaan saksi
melalui teleconference pernah di praktikkan dalam beberapa kasus seperti dalam kasus  tindak pidana korupsi dan kasus terorisme. 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan keabsahan keterangan saksi melalui teleconference  dalam sistem
pembuktian pidana,faktor pemeriksaan saksi melalui teleconference dalam sistem pembuktian pidana dan kekuatan pembuktian
pidana terhadap keterangan saksi yang diperiksa melalui teleconference. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan di dukung
dengan penelitian empiris Data sekunder merupakan data utama, terdiri dari bahan hukum primer, dan tersier. Data dalam penulisan
skripsi ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dilengkapi dengan data wawancara. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk
memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. 
Hasil penelitian diketahui bahwa pemeriksaan saksi melalui teleconference adalah sah apabila memenuhi syarat sah keterangan
saksi dan yang menjadi faktor pemeriksaan saksi melalui teleconference adalah tidak  dimungkinkannya kehadiran saksi dalam
waktu dekat pada wilayah peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara, tidak terjaminnya perlindungan terhadap saksi
serta kekuatan pembuktian tehadap keterangan saksi yang diperiksa melalui teleconference memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan pembuktian atas keterangan saksi yang dilakukan secara konvensional sebagai mana diatur dalam Pasal 184. 
Disarankan kepada penegak hukum harusnya membuat aturan secara terperinci dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara
pidana mengenai ketentuan saksi yang dapat diperiksa melalui teleconference atau melalui media  elektronik dan disarankan kepada
penegak hukum khususnya hakim dapat lebih menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti
kecanggihan teknologi sebagai media yang dapat dimanfaatkan untuk pembuktian agar tercapainya keadilan hukum.
